ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Penegakan Hukum oleh Badan
Pengawas Pemilu Trenggalek terhadap Pemilih Ilegal
pada Pemilu 2024 Berdasarkan Perspektif Hukum Positif
dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten
Trenggalek)” yang ditulis oleh Yusuf Habillah dengan NIM
126103213321, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, dengan Dosen Pembimbing
Bapak Dr. Syahril Siddik, M.A.

Kata Kunci: Bawaslu, Pemilih Ilegal, Pemilu, Daftar Pemilih
Tetap

Penelitian ini dilatar belakangi oleh temuan pemilih
illegal di TPS 17 Kelurahan Sumbergedong Kabupaten
Trenggalek oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada Pemilu
2024 yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
pada Undang-Undang Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bagaimana penegakan hukum oleh Bawaslu
Kabupaten Trenggalek dalam menangani temuan pemilih
ilegal tersebut. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk
menggali lebih dalam landasan hukum yang digunakan
terhadap pemilih ilegal dalam perspektif hukum positif dan
hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dengan
pihak-pihak terkait terutama Bawaslu Kabupaten Trenggalek,
serta dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan
untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang
kewenangan Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam
menangani temuan pemilih ilegal pada Pemilu 2024.

Hasil temuan penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten
Trenggalek yang mendapati laporan adanya pelanggaran
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administratif yang ditemukan oleh pengawas TPS yang
bertugas pada TPS 17 Kelurahan Sumbergedong. Kesalahan
tersebut disebabkan oleh 2 sisi yakni kesalahan yang
disebabkan oleh 4 orang warga Sulawesi Selatan yang tidak
memiliki atau tidak berhak menyalurkan hak pilihnya pada
TPS 17 Kelurahan Sumbergedong karena tidak mengurus
surat pindah memilih. Dari sisi lain, kesalahan ini juga
disebabkan karena kurang pahamnya petugas Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 17 Kelurahan
Sumbergedong dalam menentukan jenis pemilih yang
secharusnya keempat orang tersebut tidak memiliki hak pilih
justru dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus, lebih
parahnya juga mendapat surat suara yang lengkap sehingga
memenuhi kriteria untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara
Ulang (PSU). Dalam menangani hal ini, Bawaslu Kabupaten
Trenggalek menindak terhadap prosesnya bukan terhadap
perorangan dalam hal ini Petugas KPPS. Namun apabila
ditemukan kesengajaan dari oknum/perseorangan, maka
Bawaslu dapat memberikan sanksi hukum. Dalam
penelitiannya penulis juga menganalisis landasan hukum yang
digunakan terhadap pemilih ilegal dalam perspektif hukum
positif dan hukum Islam. Dalam mengatasi temuan pemilih
ilegal, upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan
Bawaslu Kabupaten Trenggalek memiliki landasan hukum
yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam perspektif
hukum Islam, peran Bawaslu sebagai pengawasan diistilahkan
sebagai Wilayatul Hisbah yang termasuk dalam Hukum
Syariah, yang mana pengawasan oleh negara untuk menjaga
moralitas publik dan mencegah penyimpangan yang
merugikan masyarakat.
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ABSTRACT

Thesis with the title "Analysis of Law Enforcement by the
Trenggalek Election Supervisory Agency against Illegal
Voters in the 2024 Election Based on a Positive Legal
Perspective and Islamic Law (Case Study in Trenggalek
Regency)" written by Yusuf Habillah with NIM
126103213321, Constitutional Law Study Program, Faculty
of Sharia and Law, Sayyid Ali Rahmatullah State University
Tulungagung, with Supervisor Mr. Dr. Syahril Siddik, M.A.

Keywords: Bawaslu, Illegal Voters, Elections, Permanent
Voter List

This research is based on the findings of illegal voters
at TPS 17 Sumbergedong Village, Trenggalek Regency by the
Bawaslu of Trenggalek Regency in the 2024 Election, which
is not in accordance with the provisions of the Election Law.
This study aims to analyze how law enforcement by the
Trenggalek Regency Bawaslu in handling the findings of
illegal voters. In addition, this research also aims to dig deeper
into the legal basis used against illegal voters in the
perspective of positive law and Islamic law.

The method used in this study is descriptive with a
qualitative approach. The data collection technique is carried
out through observation, interviews with related parties,
especially the Trenggalek Regency Bawaslu, as well as
documentation. The data analysis technique used is qualitative
descriptive analysis, which aims to provide an in-depth picture
of the authority of the Trenggalek Regency Bawaslu in
handling the findings of illegal voters in the 2024 Election.

The result of the findings of this study is that the
Bawaslu of Trenggalek Regency found reports of
administrative violations found by the TPS supervisor who
was on duty at TPS 17 Sumbergedong Village. The mistake
was caused by 2 sides, namely the mistake caused by 4 South
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Sulawesi residents who did not have or did not have the right
to distribute their voting rights at TPS 17 Sumbergedong
Village because they did not take care of the letter to move to
vote. On the other hand, this mistake was also caused by the
lack of understanding of the officers of the Voting Organizing
Group (KPPS) TPS 17 Sumbergedong Village in determining
the type of voters who should not have the right to vote, but
were instead included in the Special Voter List, worse still,
they also received complete ballots so that they met the criteria
for the implementation of Re-Voting (PSU). In handling this
matter, the Trenggalek Regency Bawaslu takes action against
the process, not against individuals, in this case KPPS
Officers. However, if intentionality is found from individuals,
then Bawaslu can provide legal sanctions. In his research, the
author also analyzes the legal basis used against illegal voters
in the perspective of positive law and Islamic law. In
overcoming the findings of illegal voters, law enforcement
efforts that can be carried out by the Trenggalek Regency
Bawaslu have a legal basis that refers to Law Number 7 of
2017 concerning General Elections. Furthermore, from the
perspective of Islamic law, the role of Bawaslu as supervision
is termed as Wilayatul Hisbah which is included in Sharia
Law, which is supervised by the state to maintain public
morality and prevent deviations that are detrimental to society.
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